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P/\RMOUT MhRCUSUAR Ke-
pala Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI Perwakilan Sulteng,

Dadang Gunawan, menyebutkan

DPRD kabupaten' (Dekab) tidak .

bisa cuci tangan terhadap peni-
laian dischimer yang menimpa
laporan keuangan sebuah dae-
rah.

“DPRD tak bisa hanya menye-
rahkan urusar. disclaimer kepa-
da pihak pemerintah daerah,
DPRD dalam tupoksinya yakni
penganggaran dan pengawasan
turutterlibat. Olehnya DPRD juga
harus bertanggung jawab terha-
dap masalah disclaimer di dae-
rahnya,” jelas Dadang, saat
menyampaikan pemaparannya,
di hadapan anggota Dekab Par-
mout, Selasa (21/6) kemarin.

Terkait tindak lanjut terkait

adanya indikasi tindak pidana.

atas temuan BPK RI, Dadang
menuturkan jika pihaknya me-
nyerahkan hal itu sepenuhnya
kepada institusi DPRD. BPK kata
Dandang hanya sebatas menja-
lankan tugas pemeriksaan, tanpa

mel kukan intervensi telhadap

masalah tindak pidana atas
temuan pemeriksaan.

“Jika memang DPRD ada mak-
sud untuk menindaklanjuti te-
muan BPK ke aparat hukum, hal
itu tergantung pihak DPRD sen-
diri. Namundemikian sebaiknya
tindak lanjut tersebut dilaksana-
kan setelah masa deadline wak-
tu atas perbaikan pertanggung
jawaban selama 60 hari yang
diberikan BPK telah habis,” tutur
Dadang.

Sebagaimana diketahui, keha-
diran Kepala Perwakilan BPK RI
Sulteng, Dadang Gunawan di Pa-
rigi, atas undangan Panitia Kerja
(Pansus) Dischimer yang diben-
tuk Dekab Parmout.

Pembentukan Panja tersebut
merupakan kewajiban DPRD
sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan'

Negera khususnya pasal 21 ayat
1 yang menyebutkan, Lembaga

pexwakllan memndaklanjutl
hasil pemeriksaan BPK dengar
melakukan pembahasan sesuai
dengan kewenangannya dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun
2010 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Fungsi Penga-
wasan DPRD Terhadap tindak-
lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, .

“Pasal 1 point 10 yang menye-

butkan, Panitia Kerja (Panja)
adalah alat kelengkapan DPRD
yang diberi tugas ssuntuk
menindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK.

Terkait opini disclimer yang
diberikan BPK RI terhadap tata.

kelola keuangan suatu daerah,

Mendagri Gamawan Fauzi usai
melantik Gubernur - Sulteng
Longki Djanggola dan wakilnya*
Sudarto, menyebutkan feriome-
na itu sebagai sesuatu.yang me-

.. malukan. Tapi rasa malu tersebut

kata Mendagri, tidak hanya

"dirasakan oleh Kepala Daerah,

namun juga harus dirasakan oleh
DPRD setempat. ran










